
\ 

4. Peraturan ... 

3. 

Undang-Undang Nomor I Tahuo 2004 tentang 
Perbcndaharaan Negara (Lemba.nl.n Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pcmerintahan Oaerah (Lembaran Negara Rcpublik 
I donesia Tahun 2014 Nomor 244. Tambahan 
~mbaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) 
sebagaimana telah diubah bebcrapa kall terakhir 
d an Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 
(:gbarafl Negara Republik Indonesia Tahun 2015 
No:::or 58, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5678); 

2. 

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tcntang 
Penctapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 
1953 tcntang Pembcnrukan Dacrah Tingkat ll Di 
Kalimantan (Lembaran Negara Rcpublik Indonesia 
Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 352\ Sebagai Undang­ 
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
1959 Nomor 72, Tambahan Lemba.nl.n Negara Republik 
Indonesia Nomor 1820) ; 

Mengingat 

b. bahwa bcrdasarkan pcnimbangan scbagaimana 
dimaksud dalam huruf a, pcrlu mcnctapkan Pcraturan 
Bupati Sintang tcntang Pcdoman Tata Ketola pada 
Badan Layanan Umum Daerah di lingkungan 
Pemcrintah Kabupaten Sintang. 

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI SINTANG, 

a. bahwa untuk mclaksanakan Ketentuan Pasal 31 
Peraturan Pcmcrintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Kcuangan Badan Layanan Umum perlu 
melaksanakan pcnerapan PPK-BLUD, agar 
pclaksanaannya berjalan dcngan tertib, lancar, efisicn 
dan efektif scna akuntabcl, perlu adanya pedoman tata 
kelola pada Sadan Layanan Umum Daerah di 
Llngkungan Pcmerintah Kabupaten Sintang; 

Menimbang 

TAHUN 2017 
TENTANG 

PEDOMAN TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM OAERAH 
DI UNGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG 

PERATURAN BUPATI SJNTANG 
NOMOR II> 

BuPATI SINTAKG 
PROVINS! KALlllANTAK BA.RAT 

l. "JOJ 16 

, .. 



12. 

Peraturan Oaerah Kabupaten Sintang Nomor 25 Tahun 
2006 tcntang Pengclolaan Kcuangan Daerah (Lembaran 
Dacrah Kabupatcn Sintang Tahun 2006 Nomor 26, 
Tambahan Lembaran Dacrah Kabupatcn Sintang 
Nomor 25, sebagaiman~ tclah diubah dcngan Pcraturan 
oacrah Kabupaten S,.ntang Nomor 5 Tahun 2013 
(Lembaran Docrah Kabupaten Sintang Tahun 2013 
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupatcn 
Sintong Nomor 3) 

Peraturan Dacrah Kabupaten Sintang Nomor 7 Tahun 
2016 tentang Pembcntukan Dan Susunan Perangkat 
o11erah Kabupaten Sinta.ng (Lembaran Dacrah 
Kitbupaten Sintang Tehun 2016 Nomor 7, Tambahan 

• ·--- n. ...... ro.h l(uhl1nAtll"'n ~intonn N"'-.- .... • "'P\. 

11. 

Pcraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah scbagaimana tclah 
diubah beberapa kali terakhir dengan Pcraturan 
Presiden Nomor 4 Tahun 2015 (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5655); 

JO. 

Peraturan Pcmerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Loporan Keuangan dan Kinerja lnstansi Pernerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 
Nomor 25. Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4614); 

9. 

Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pcdoman Penyusunan dan Penerapan Standar 
Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tarnbahan 
Lernbaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4585); 

8. 

7. 

6. 

s. 

\ 
tJ!iJ07 

:eraturan Pemerintah Nornor 23 Tahun 2005 tentang 
engelolaan Keuangan Badan Layanan Umum 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor . 48, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4502) Sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pcmcrintah Nomor 74 Tahun 2012 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 171, Tambahan Lembaran Ne.gara Rcpublik 
Indonesia Nomor 5340); 

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

Peraturan Pcmerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang 
Sistem lnformasi Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan 
Lembaran Negara Rcpublik Indonesia Nomor 4576; 

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Oaerah (Lembaran Negara 
Rcpublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

4. 



6. Pola ... 

anan Umum Oacrah yang sclanjutnya dising)cat 
Bad~ rarah Satuan Kerja Pcrang)<at Oaerah atau Unit Kcrja 
BLU 85 tu Kerja Pcrang)cat Oacrah di lingkungan 
pada . ~ anoacrah yang dibentuk untuk memberikan 
Pemcnn ke da masyarakat berupa penycdiaan barang 
pclayanan . pa dijual tanpa mengutamakan mencari 
dan/ atau J8:.nr:~ mclakukan kcgiatannya didasarkan 
keuntungan, . . roduktivitaS 
pada prinsip efis1cns1 dan P · 

s. 

4. 
3. Bupati adalah Bupati Sintang. 

Sekret.aris oacrah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten 

Sin tang. 

Pasal I 

KETENTUAN UMUM 

SABI 

MEMt.rruSKAN 

PEDOMAN TATA KELOLA SADAN LAYANAN UMUM DAERAH 
01 UNOKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SlNTANG 

4. 

3. 

2. 

\ 
1. Peraturan . t; J5308 

tentang ~enten Dalam Negcri Nomor 61 Tahun 2007 
layanan U 0tnan Teknis Pengelolaan Kcuangan Badan 

mum Dacrah. 

Peraturan M . tentang entert Da!am Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
seba . Pedoman Pcngelolaan Keuangan Daerah, 
d g8.Ullana telah diubah beberapa kali terakhir 
,/~gan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 

anun 2011; 

Peraturan Menteri Oalam Ncgcri Nomor 55 Tahun 2007 
~mang Tata Cara Penatausahaan dan Pcnyusunan 

poran Pertanggungjawaban Bendahara serta 
Penyampaiannya; 

Peraturan Mentcri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2011 
tentang Pcdoman Pcnyusunan Standar Operasional 
Prosedur di lingkungan Kementerian Dalam Ncgeri; 

5. Peraturan Bupati Sintang Nomor 29 tahun 2014 
tentang Sistem Akuntansi Berbasis Aknlal Pemerintah 
Kabupaten Sintang; 

2. 

Menetapkan 

r,1emperhatikan 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

I. Daerah adalah Kabupaten Sintang. 

Pemerintah Dacrah adalah Kepala Daerah scbagai unsur 
penyelcnggara Pcmerinlahan Daerah, yang memimpin 
pc)aksanaan urusan Pcmerinlah yang menjadi kewenangan 
dacrah otonom. 

, 

f l 



16. 

15. 

14. 

13. 

Pcjabat Pengelola BLUD adalah pimpinan BLUD yang 
berlanggung jawab tcrhadap kincrja opcrasional BLUO yang 
terdiri atas pernimpin, pcjabat kcuangan dan pcjabat tclcnis 
yang sebutannya discsuaikan dcngan nomcnklatur yang 
berlaku pada BLUD yang bcrsangkutan. 

Pola anggaran flcksibcl adalah anggaran yang pcnganggaran 
bclanjanya dapat bcrtarnbah atau bcrkurang dari yang 
dianggarkan sepanjang pendapetan tcrkait bcrt.ambah atau 
bcrkurang sctidaknya propors1onaJ. 

Praktck bisnis yang sehat adalah pcnyelenggaraan fungsi 
rganisasi bcrdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik 

~a)am rangka pcrnbcrian layanan yang bcrrnutu dan 

bcrkcsinambungan. 

Remuncrasi adaJah imbalan kerja Y~f g00dapat berupa ~~i!, 
honorarium, tunjangan ~etap, mscnu , nus atas pres ... si, 
pcsangon, dan/atau pens1un. 

d Pel yanan Minimal (SPM) adalah spcsifi.kasi tcknis 
Stan ar 

1~ 
ukur layanan minimum yang dibcrikan olch 

tcntang to da Masyarakat. Pcrscntase Ambang Bar.as adalah 
BLVD kcp;, scnr.asc rcalisasi bclanja yang diperkcnankan 
bcsaran . ar ~ggaran daJam OIPA BLUO. 
mclampau1 .. 

12. 

Dewan Pcngawas BLUD adalah organ BLUD yang bertugas 
melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD SKPD. 

11. 

10. 

9. 

8. 

P
PoPJKa Pengelolaan Keua L ,; C ~ • 9 

·BLUD d ngan BLUD . . . membe ik a alah pofa yang selanJutnya disingkat 
m n an Oeksibilitas pengelolaan keuangan yang 

en~rapkan praktek berupa keleluasaan unrulc 
menmgkatkan pela ·Praktek bisnis yang sehat untuk 
;:1:majukan kese{a~~:;'a!epada masyarakat daJam rangka 

ch,dupan bangsa seb . umum dan mencerdaskan 
pengelolaan keuang~ d agru pengecualian dari ketentuan 

n aerah pada umumnya. 

Satuan Kerja Perangka 
selanjutnya disin k t Daerah yang menerapkan PPK-BLUD 
Perangkat Daerah g d~t . BLUD-SKPD adalah Satuan Kerja 
menerapkan PPK-BL~D~mgkungan Pemerintah Daerah yang 

Unit Kerja d menera k pa a Satuan Kerja Pera.ngkat Oaerah yang 
Kerja a~al: J'~K-BL~D selanjutnya disingkat BLUD-Unit 
Daerah nit Kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah 

yang menerapkan PPK·BLUD. 

Satuan K · di . erja Pengelola Keuangan Dae rah yang selanjutnya 
isingkat SKPKD adalah Perangkat Daerah pada Pemerintah 

~aerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang yang 
juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah. 

P~jabat Pcngclola Keuangan Daerah yang setanjutnya 
disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai 
kewenangan sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah 
pengelolaan APBD dan bertindak sebagai Bendahara Umum 
Daerah. 

7. 

6. 



Pol Tata Ketola BLUD dimaksudkan sebagai pedoman SKPD 
da: Unit Kerja sebagai PPK-BLUD dalam mclaksanakan dan 

· katkan pelayanan kepada masyarakat bcrupa 
menicdnS; barang dan/atau jasa yang dijual tanpa 
peny iaan · d dal I kuka tamQkan mencan kcuntungan. an am me a n 
me~gu didasarkan pada prinsip cfisiensi dan 
kcgiatannya ' 
produlctivit.as. 

Kelola bertujuan untuk : 
Pola Tata. kc ia sama yang baik dan hannonis antara 
a. mcwuJ_udkan Oae;ah sebagai pemilik, unsur pejabat dan 

Pemen~tah d SKPD dan Unit Kcrja PPK-BLUO sehingga 
peg~wru Tpataa Kelola Korporesi yang baik (good corporate 
terc1pta a 
gorvemance); tu tayanan kepeda masyarakat, 

b. meningka~ d~ tanggung jawab sehingga ~layanan 
profes1on,alis.me oleh SKPD dan Unit Kcl)a dapal 
yang d1bcnk~ bkan kepada semua pihak aerta dapat 
dipertan_ggungiawa faat bagi Pemerintah Daerah sebagai 
membcnkan man 
pcmilik; (3) Disuaunnya ... 

Pasal 2 

BAB II 

MAKSUD DAN TUJUAN 

22. 

Sisa Lebih/Kurang Pcmbiayaan Anggaran (SiLPA/Si.KPA) 
adalah selisih Jcbih/kurang antara realisasi pendapatan-LRA 
dan belanja, serta penerimaan dan pengcluaran pcmbiayaan 
dalarn APBN/APBD atau BLUO selama satu periode pelaporan; 

Saldo Anggaran Lebih adalah gunggungan Saldo Anggaran 
Lebih yang berasal dari akumulasi SiLPA/SiKPA tahun-tahun 
anggaran scbelumnya dan tahun berja.lan serta penyesuaian 
yang dipcrkenankan 

21. 

Kas adaJah uang tunai dan saldo simpanan di bank yang 
setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan 
pemerintahan: 

20. 

19. 

18 

\ 

r't!' ·~~cu .... ~. 
Sistem pengendalian i 
tmdakan dan ke . ntern adalah proses yang integral pada 
oleh pimpinan ~atan yang dilalcukan secara terus menerus 
keyakinan rnem ~ scluruh pcga':"9-i untuk mcmberikan 
melalui ke · atan a atas tereapainya tujuan organisasi 
keuanga · gt yang efcktif dan efisien kcandalan pelaporan 

n, pengamanan aset d k ' perundang-undangan. an etaatan terhadap peraturan 

Ookumen Pelaksanaan . 
disingkat DPA Anggaran BLUD yang selanjutnya 

-BLUD adalah dokumcn yang memuat 
pendapatan dan biaya, proyeksi arus kas, jumlah dan lcualitas 
ba:,ang_ dan/atau jasa yang akan dihasilkan dan digunakan 
se agar dasar pclaksanaan anggaran oleh BLUD; 

Satuan Pengawas Internal adalah perangkat BLUD yang 
bertugas melakukan pengawasan dan pengcndalian internal 
dal~ rangka membantu pimpinan BLUD untuk 
menui.gkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh 
lingkungan sosial sckitamya (sosialrcsponsibility) dalam 
menyelenggarakan bisnis sehat. 

17. 

(2) 

(I) 



(2) Dewan ... 

BABIV 

PEMBENTUKAN DEWAN PENOAWAS 

Pasal 4 

dalah organ BLUD yang bertugas mela.kukan 
Dewan Pengawas ; pengelolaan BLUD. 
pengawasan terha ap 

( I) 

(3) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
memperhatikan prinsip, antara lain : 
a. Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 eyat (2), 

merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar 
kebebasan arus infonnasi agar infonnasi secara Jangsung 
dapat ditcrima bagi yang mcmbutuhkan. 

b. Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2), 
mcrupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang 
dipercayakan pada BLUO agar pengclolaan.nya dapat 
dipertanggungjawab~. . 

c. Responsibilitas sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 3 ayat 
(2) merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam 
pe~gelolaan organisasi terhadap prinsip bisnis yang sehar 
serta perundang-und.angan. . 

d. lndependensi sebagaund' ana d1makes10u1daandalamrganPa~ ~ ayat (2), 
merupakan keman man rng . do rsasr secara 
profesional tanpa benturan epenungan_dakan pen~h atau 

kan dari pihalc manapun yang ti seaua] dengan 
te an perundang·undangan dan prinsip bisnis yang peratura.n 
sehat. 

t 

BLUO berope · be . rasi rdasarkan pola tata kelola atau peraruran 
internal, mencakup Struktur organisasi prosedur kerja pengelo kan · • • mpo fungs1 yang logis, ketersediaan dan 
pengembangan sumber daya manusia, serta efisiensi biaya. 

(2) Tata kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (I), 
memperhatikan prinsip, antara lain : 
a. transparansi; 
b. akuntabilitas; 
c. responsibilitas; 
d. independensi. 

( l) 

BAB Ill 

PRlNSIP TATA KELOLA 

Pasal 3 

(4) 

Disusunnya p · (, J j 311 
BLUD dalam eraturan Bupati ini yaitu sebagai pedoman . . memenuh, pri . . . menJarnin terselengg ns1p-pnns1p Tata Kelola yang 
dapat mendoron aranya Praktek-praktek yang baik, agar 
berdaya dalarn ;e~:gebanlolaan BLUD _menjadi lebih profesional, 

g m fungs1 mrsr dan visinya. 
Tujuan disusunn a p 
mendorong pen· Y craturan Bupati ini adalah agar 
kembangkan e~ngkatan kualitas layanan dengan menumbuh­ 
serta kemandi . isiens,, relevansi, transparansi, akuntabilitas nan. 

(3) 



( 4) Sedangkan ... 

(3) 

(2) 

. Iola dan pegawai BLUD dapat terdiri etas Pegawai 
PeJab~l5J;>C~lg(ePNS) dan/at.au tenaga profesional non PNS sesuai 
Negen 1p1 
dengan kebutuhan BLUD. 

. . UD bertindak sebagai penanggungjawab keuangan 
Pem1mpin BL ·onal sedangkan pejabat keuangan di · g operaa, , . u1ampm . b tas pengelolaan pendapatan dan belanja. 
bertanggung ,awa a 

aran ya.itu Kuasa Pengguna Anggaran dan 
Pejabat pengelola ~n:n dan/atau Pencrima Pembantu dan 
Bendahara Pene~:'ran dan/atau Pengcluaran Pembantu harus 
Bendahara Penge u 
dijabat oleh PNS. 

(I) 

Pasal 6 

Kepegawaian 

(1) Dalam hal SKPD atau Unit Kerja yang menerapkan PPK-BLUD 
merubah status kelembagaannya, berpcdoman pada ketenruan 
peraturan perundang-undangan. 

(2) Perubahan status kelembagaan sebagaimana dimaksud pada ayat 
{I), dapat berupa : 
8. perubahan satuan kerja struktural mcnjadi non st:ruktural 

atau sebaliknya; 
b. perubahan organisa.si: a~tara lain : ~nyempumaan tugas, 

fungsi, struktur orgamsasr dan tata kerja. 

Bagian Kedua 

Pasal 5 

Status Kelembagaan 

Bagian Kesatu 

BABV 

KELEMBAGAAN 

(6) 

(5) 

(3) 

l 
\ 

D_ewan Pengawas Untuk . t; J!)J 12 
d1bcntuk dengan K BLUD di lingkungan pe · tah d h 

cputu,,..n Kepa!a Dacrah. menn aera 
Pembentukan Dewan P 
rn ·lik. engaw be em, • realisasi nilai o . as rlaku hanya pada BLUD yang 
anggaran atau 111·ia· rnzet tahunan menu.rut laporan rcalisasi 

• • 1 aset me minunum Yang diteta k nurut ncraca yang memcnuhi syarat 
P an oleh Mentcri Keuangan. 

Anggota Dewan Pen . . . 
perangkat daerah gawas _BLUD terdjri dari unsur pejabat 
Pengelola l<euan f:ng berka,tan dcngan kegiatan BLUD, Pejabat 
kegiatan BLUD. g Daerah, dan tenaga ahli yang sesuai dcngan 

Masa jabatan 
(lima) tahu d anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 
masaJ'abatann be~ dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali 

nkutnya. 

P:gangkatan anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan 
w tunya dengan pengangkatan Pejabat Pengelola BLUD. 

(4) 

(2) 

T 



CAB, 

Da'ao r..aJ ~ pe!.alaanaan anmran ""bel!;Urn.ana 
c!:;.-r..;a.k.wd ~ ~at HJ t,,,tum dl.14hkan ,,Id. PPKO, 11nua, 
ra,.,~,a:ip..'!r.!,'&. eu.:o apit m,:lah<k.an peng,;lu.oran pahn1t 
'J:l'-1.:P v.bMa$ an""'" dalcumt:n p,:lak.tanaan ar,mran tahun t.Ju, 

~ pel.a~ angg;a.ra.n yang u:lah disahk.an oll:h PPKO, -.ta! ~ la,<#~"!<•, oet;egarrnana dirn.ak~ ~ 
r,,at 11 J i:r,,:rt~ d,a..,- bql p,:nank.an rl.ana; 

eu;o i,,erliaJc ~ d.al]a tean> beTlc.ala oehe&ar ..,,,,.,h 
i:nJC"..iU:hi ,n= JUmL>h k.6.• yi;ng u:roedi.o drt.r,mboh tlt:nl!l)n 
..tnn b:.• ma.ml< ,ar.g dJ)'i.t,apbn dr.npn 1umlah p,,ngeluaran 

y-a.ng d;pr,,101c.1>lc.ul. 
Pff,.g;.~ le.a.• eu.o "'9.da. pal p,,rvk pe~1pr,nin drpr.rt)U!h dan 
Sa:&> ,._~-n,ri v.blb p,:r,ndl< p,,la,,.,...n t.<ihun anr.goran tatu, 

· . ~bltkan sw•t Pl,tlr.!AII Mm>hoyu untuk fJotfllCl~•an 
denp,'1 ._,,..,_. Keal 
lJang p.,,,oe ct:»nt K..>t• 

t~; 

~ SJJ>A/S.KPA 

Pllal 8 

-- . 

• 



. ba8*1imana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) 
Pengawasan internal se rtimbangkan : 
dapat dibentuk dengan ~t dan beban: 
a. keseimbangan anta!'9 . dan 
b. kompleksita.s ?:'~~J:_:~~an pelayanan. 

Pengawas operasional BLUD dilakukan oleh pengawas internal; 

Pen8*1wasan internal sebagairnana dimaksud pada ayat (1), 
dilaksanakan oleh internal auditor yang berkedudukan langsung 
di bawah pemimpin BLUD. 

PasaJ 12 

(I) 

(2) 

(2) Pembinaan teknis BLUD Unit Kerja dilakukan oleh kepala SKPO 
yang bertanggungjawab atas urusa.n pemerint.ahan yang 
bersangkutan; 

(3) Pembinaan keuangan BLUD dila1rukan oleh PPKO. 

Pasal 11 

(1) Pembinaan teknis BLU~SKPD dilalcukan olch Kepala Daerah 
melalui Sekretaris Daerah; 

Pasal 10 

Pembinaan dan Pengawasan 

Bagian Kedua 

(3) 

(2) 

01\JJ VI 

~ATUI\N PENOE 
Nl.>ALIAN IN'Tr.kllAI, 

Ougjan Ke1111tu 

Satuan Pern .k en IUJM1 lnlcm&I 

Pa11al 9 

Satua.n Pernerik 
be k san Intern I {SI' m: edudukan lang.<Jung di~w 'I) mcrupakan unit kr.'}<t y,m~ 

laksanakan pcmerik . ah pcm,rnp,n BWU y;,ng Lertui,;,"i 
saan internal BLUO. 

Untuk m emperkuat d . 
PengendaJian Internal an rncnunJang efekuvitas Si,,tem 
pcnyelenggaraan tu a d1lakukan_ pengawaaan internal ala& 
akuntabilitas k g s dan fungs, in,1lan11i pemcrintah lcnnaaUk 

euangan BLUO. 

Pihak yang diidentifikasi dikai kan Internal BLUD . 1 t dengan Satuan Perneriksaan antara lain · 
a. Pemimpin BLUO· . 
b. Dewan pengawa~; 
c. lnspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabunoo•-n 
dengan .-- sesuai 

kewenangan masing-masing; dan 
d. Badan Perneriksa Keuangan-Republik Indonesia, 

(I) 

r; ,1J • 



Pasal ... 

(3) 

(21 

n·amin ketcrsedlaan, ket.crjangkauan dan lcualitas 
lJntuk me J d'ben'kan oleh 81..UD ke-•6 daerah la umum yang 1 • ,,,...... 
pe yana:}h ~ tandar pelayartan minimal BWD dengan peraru.ran menetap ....... , s 
kepala daerah; 

d pelayanan minimal sebagaimana di.rnaksud pada ayat 
Stan ar d' uJJ<,an olcb pernimpin BLllO; 
(I), dapal IUS 

minimal sebag11im.ana dimaksud pada ayat 
Standar pclayanan. l)angkan kualitas layanan pemerataan, dan 
(IJ, harus memperu.m serta 1<.emudahan untuk mendapatkan 
ke11Ctaraen hlyanan 
layanan. 

( I J 

BAB VII 

STANDAR PELAYANAN MINIMAL 

Pasal 15 

Pembinaan dan pengawasan terhadap BLlfD yang memiliki ni!ai emset 
tahunan dan nilai aset menurut neraca sebagaimana di.maksud c:lalam 
Pasal 4 ayat (3), selain dilakukan olch pejabat pembina dan pengawas 
sebagaimana dirnaksud daJam Pasal 9 dan Pasal 10, dllalrukan juga 
oleh dewan pengawas. 

Pasal 14 

(4) Audit ekstcrnaJ atau audit independent 1azim melaksanakan 
general audit, terhadap laporan kcuangan unit kerja yang 
berkedudukan langsung dibawah pernimpin BLlJD untuk 
memenuhi ketentuan undang-undang dan peraruran perundang­ 
unclangan. 

(3) Kriteria yang dapat diusuJkan menjadi internal auditor, 
antara lain : 
a. mempunyai eti~ •. integritas dan kapabilitas yang mema.dai; 
b. mem1!~1 pend1d1kan dan/ata.U pengalaman telmi.s sebagai 

perneriksa; 
c. mempunyai sikap independen dan objektif tcrha.da.p objek 

yang diaudit, 

(21 

lntemaJ auditnr baga· 
bersama-sama 1·~. Jtnana dimaksud daJam Pasal JO ayar (2) . <tJaran man· • 
menmgkatkan pengend· I· . "Jemt!n BUJO rn.enciptal<an dan a tan 1n1ema1 BWO· • 
Fungs] pengendalian · . 
dalarn Pasal 10 mternw BWO sebagaimana dimaksud 
mempertimbang)ca.n : ayar (2), dapar dibenruk dengan 
a. pengamanan harta kckaya.an· 
b. mencipta.kan aJru . . • . ras, srstem informasi ke .. , .. ,,,~n. 
c. menc1ptakan eflSiensi dan . . --..-·, 
d, mendoron di . P1'oduktJvita11; dan 

g •patuhmya dalam penerapan praktek bisnis yang sehat. 

'1) 

r;,J315 P-113 

' I 

t fl 
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(3) 

(21 

Dalam rangka zn,enciptakan hubungan kerja !ang hannonis, 
pimpinan BUJD menyusun mekanisme kerja yang baku, 
terutama hubungan antara saruan kerja BLUO, dewan peng;awas 
dan instansi indukJ\ya, serta antara SP! dengan lnspektorat 
Kabupaten; 

Dewan ~··as melalcuka.n pen~wasan teThadap pengelolaan 
BLUD ·ang dilaku.kan oleh ~J'.1bat ~~gelola BLUO. Hasil 

) san disaropai.kall kepada mstansi indulcnya. Sementara r~·~laksanakan rugasnya SP! bcrkoordinasi deng;an unit 
penga•-asan tungslonal: 

Untuk men~mbaogkan pralctik bisnis. l'.andguk sehat ~am 
.-..'"'"2!1 layanan umum, mtans, m memberilcan 

penyelen.....---. dan tidak membetasi atau mmgganggu 
pembinaan u:~1.:,_mi r:DANljemen operasional Saruan 1«:rja pelaksanaan .,...,._ 
BLUO . 

111 

Pasal 20 

TATA HUBUNGAN KER.JA 

(3) Proses perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (I) dan 
avat (21, berpedoman pada ketenruan PasaI 17. 

BA.8 lX 

{2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1), dapat 
dilakukan secara keseluruhan maupun per unit layanan; 

Pasal 19 

(1) Peraruran kepala daerah mengenai tarif layanan BLUD dapat 
dilakukan perubahan sesuai kebutuhan dan perkembangan 
keadaan: 

(6) 

(51 

14) 
I 

Tarif lavanan f..o- • t: ,JJ 11 
· se""5aiman ct· diretapkan dengan a unaksud pada ayat (1) dan ayat (2), 

kepada Pimpinan 0~turan kepala daerah dan disampaikan 

Penetapan tarif lav . 
mempertimban~~an :iebagaimana dimaksud pada ayat (3) 
dava beli rnasvara.ka ontm\lltas dan pengembangan layanan, 

· · t, sena kompetisi yang sehat; 

Kepala daerah da1am menetapkan besaran tarif sebagaimana 
pada ayat (31 dapat rnembcntulc tim; 

Pembentukan tim sebagairoana diroaksud pada ayat (5), 
ditetapkan oleh kepata daerah yang keanggotaannya dapat 
berasal dari : 
a. pembina teknis: 
b. pembina keuangan; 
c. unsur perguruan tinggi; dan 
d. lcmbaga profesi, 

Pl 



Pn881 ... 

(2) 

'loion kincrjo BLUO dilakukun sctiap tahun 
EvnluoNi dard, pen~ don/nlJJU dcwon pengawas terhadap aspek 
olch kcpolo neru an· 
kcuo1111,on dun non kcuong • 

·i · n kincrjn sebugoimano dimaksud pada oyat 
EvoluoMi don pcm "'ri" k rr,cn•,ukur tingkat pcncapaian hasil 

. in un• R b' (11, bcrtl.ijUt D sc1>ogaiman11 ditctopkon dolam renstra ,snls 
pcngcloh•l11t BLU 
don RBA. 

( l J 

l~cmunerasi sebugoimana dim~ksu_d pada ayat (2) ditetapkan 
berd 811rk8n Peraturan Bupati s,ntang otas usulan Kepala 
BLU;·SKPD don unruk BLUD Unit Kcrja melalui SKPO terkait. 

BABXI 

EVAl,UASI DAN PENILAIAN KINERJA 

Pasal 22 

(7) 

(6) 

(5) Remuncrasi bagi pejabat pengetola dan pegawai BLUD dapat 
dihitung bcrdasarkan indikator penilaian : 
a. pengalaman dan rnasa kerja (basic index); 
b. keterarnpilan, ilmu pengetahuan dan perilaku (competency 

index); 
c. resiko kerja (risk index); 
d. ungkat kegawatdaruratan (emergency index); 
e. jabatan yang disandang (position index); dan 
f. hasil/cupaion kinerja (performance index). 

Besaran remunerasi unruk Pejabot Pengelola. Dewan Pengawas, 
Sekretaria Dewan Pengawoo, dan Pegawai BLUO podo masing­ 
masing BLUD ditetapkan oleh Bupati Sintang bcrdasarkan 
usulnn Pimpinan BLUD; 

(4) Apabila Pejabat Pengelola, Dewan Pengawas, dan Sckretaris 
D.cwa_n Pengawas telah berakhir masa jabatannya, dapat 
diberikan pesangon berupa santunan puma jabatan dengan 
pengikutsertaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun 
yang bcban premi/iuran tahunannya ditanggung oleh BLUD 
yang besamya ditet.apkan paling banyak sebcsar 25% (dua puluh 
lima persen] dari gaji/honorarium dalam satu tahun; 

(3) 

Remunerasi dibe ikan Pengawas d n . kepada Pejabat Pengelola, Dewan 
jawab d ' an Pegawai BLUD berdasarkan tingkat tanggung 

an tuntutan profesionalisme yang diperlukan; 

Remunerasi dapat juga diberikan kepada Sekretaris Dewan 
Pc~gawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan 
dalarn bcntuk honorarium· 

' 

(21 

BABX 

REMUNERASI 

Pasal 21 

Remunerasi merupak . 
honorarium tun an •mbalan kerja yang dapat berupa ga]l, 
dan/atau ~nsiu~;mgan tetap, insenut, bonus atas prestasr, 

(1) 

v,JJ.'8 

- 



Pasal ... 

(4) 

(3) 

Pemerintah daerah dapat mengalokasikan anggaran yang 
be umber dari APBD untuk membiayai BLUD sebagaimana 
di:aksud pada ayat (1), apabila kegiatan BLUD mendesak untuk 
segera dilaksanakan; 

. BLVD mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), 
Keg,.atan 

unyai kriteria: memp d kegiatan pelayanan dasar masyarakat 
a. program an a belum tersedia dalam tahun anggaran 

yang anggaranny 
berjalan; dan d sak lainnya yang apabila ditunda 

b. kepeluan mebn lekan kerugian yang lebih besar bagi 
a.ka menlm u al< n d h dan masyar at. 
pemerintah a.era 

. BLUD sebagaimana dimaksu~ pada ayat (1), 
Biaya operas1onal APBD dapat dibiaya.l dan APBO tahun 
setelah perubahan 
anggatan l)erja.lll1l· 

(2) 

PPK-BLUD yang dibentuk dari satuan kerja/unit kerja baru, 
biaya operasional BLUD untuk semcntara dibiayai dari 
penerimaan fungsional BLU? yang bersangkutan sampai dengan 
perubahan APBD tahun be11alan; 

( 1) 

Pasal 26 

Proses penggabungan SKPO/Unit Kerja sebaga.imana dimaksud 
pada ayat (1) bcrpedoman pada kctentuan peraturan perundang- 
undangan. 

(2) 

Pasal 25 

PPK-BLUD dapatjuga diterapkan pada: 
a. gabungan beberapa SKPD atau beberapa Unit Kcrja 

dal_am s~tu SKPD atau beberapa Unit Kerja pada beberapa 
urut kerja pada beberapa SKPO, yang memiliki kesarnaan 
dalam sifat dan jenis Iayanan umum yang diberikan; 

b. SKPO atau Unit Kerja baru. 

BAB XII 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

( l) 

Penilaian kinerja da . 
dalam Pasa! 2 l a;atspell)k non keu.angan sebagaimana dimaksud 
pelanggan, proses in dapat diukur berdasarkan perspektif 
pertumbuhan. ternal pelayanan, pernbelajaran, dan 

Pasal 24 

PasaJ 23 Ii JjJ l 9 
Evaluasi dan pe .1 . di k ru au~n ki . una sud daiam p nelJa dari as k kemampuan BLUDasaJ 21 ayat (l) d ped. keuangan sebagaimana daiam . • apat iukur berdasarkan tingkat 
a. memperoleh hasil · 

diberikan (rentabil'tusa) ha atau hasil keria d · 1 
b 

. 1 as · ·, an ayanan yang 
. memenuh! kewajiban j~ngka d . 

d
e. mk cmenuhl seluruh kewa;ibanpen eknya (hkuiditas); 

. emampuan pen . u nya [solvabilitas]: 
I 

enmaan dari . • penge uaran, n jasa layanan untuk membiayai 
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BABXIV 

Pernbinaan dan pengawasan ...-bagalmana dima.ksud pada ayat 
(11 dilalcsanakan dalaJn rangka menjamin pelaksanaan rugas 
pokok dan fungsi BLUD sesuai dengan reneana yang bersifat 
straregis, reneana operasional dan standar-standar pokok 
lainnya. 

(.2) 

Pembinaan dan pengawasan dilaJrukan oleh Pemerintah Daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

( 1 l 

Pasal 28 

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

BABXIIl 

{3) 

(l) 

Pejabat Pengetola Ke 
terkait dcngan tata ;:""gan Dacrah serta Pcjabat Tcknis yang 
fasilitasi pelaksan dola BLUO SKPD /Urut Kerja melakukan 

aan Peraruran Bupati ini; 

Peraruran Bupati · . . 
kedalam pelaksan·tru sebagai landasan dasar unruk diterapkan 
peraruran Pim . aan_ BLUD Sl(PD/Unit Kerja scbagai rurunan 

pman/Kepala BLUO SKPD/Unit Kerja: 

~~ 1'.'11~. efekti.fii:as pelaksa.naan tata kelola BLUD 
Pa ~/Ut:it Ke!Ja. fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (11 
Pe:;'3 mi. ~e~pat pada Peraturan Bupati Sintang tentang 
sist=~ PK-BLUO pada SKPO/Unj1 Kerja berupa pedoman 

m. . prosedur. standar proscdur operasional, sosialisasi, 
supervisi dan bimbingan teknis, serta asistensi, 

(I) 
Pasai 17 
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